
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2002  

TENTANG 

 KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN 

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945; 

  2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN 

REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI 

MANUSIA YANG BERAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah pelanggaran hak asasi 

manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

2. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM meliputi 



Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

3. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 

penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau 

mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, 

sebagi akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban 

adalah ahli warisnya. 

4. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku 

tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

5. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya 

oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, 

pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau 

penggantian biaya untuk tindakan tertentu. 

6. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, 

nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. 

7. Instansi Pemerintah Terkait adalah instansi Pemerintah termasuk Departemen 

Keuangan yang secara tegas disebut dalam amar putusan. 

 

Pasal 2 

 

1. Kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi diberikan kepada korban atau 

keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. 

2. Pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak. 

 

BAB II 

KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI 

 

Pasal 3 

 

1. Instansi Pemerintah Terkait bertugas melaksanakan pemberian kompensasi dan 

rehabilitasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

2. Dalam hal kompensasi dan atau rehabilitasi menyangkut pembiayaan dan 

perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen 

Keuangan. 

 

 

 

Pasal 4 

 



Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah 

yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM. 

 

Pasal 5 

 

Pelaksanaan putusan Pengadilan HAM oleh Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pengadilan HAM yang 

mengadili perkara yang bersangkutan dan Jaksa Agung paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja terhitung sejak tanggal putusan dilaksanakan. 

 

BAB III 

TATA CARA PELAKSANAAN 

Pasal 6 

 

1. Pengadilan HAM mengirimkan salinan putusan Pengadilan HAM, Pengadilan 

Tinggi, atau Mahkamah Agung, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

kepada Jaksa Agung. 

2. Jaksa Agung melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada Instansi 

Pemerintah Terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan atau 

rehabilitasi, dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan 

pemberian restitusi. 

 

Pasal 7 

 

Instansi Pemerintah Terkait melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi 

serta pelaku atau pihak ketiga melaksanakan pemberian restitusi, paling lambat 30 

(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (2) diterima. 

 

Pasal 8 

 

1. Pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi, dilaporkan 

oleh Instansi Pemerintah Terkait, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua 

Pengadilan HAM yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti 

pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi tersebut. 

2. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau 

rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban 

atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.3.Setelah Ketua Pengadilan 

HAM menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua 

Pengadilan HAM mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman 

pengadilan yang bersangkutan. 


